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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Mekanisme Surat Ketetepan Pajak diterbitkan sesuai dengan SOP yang telah 
dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Adapun sebelum 
diterbitkannya SKP terlebih dahulu KPP melakukan pemanggilan 
pemeriksaan kepada WP untuk dilakukan Pemeriksaan Kantor ataupun 
Pemeriksaan Lapangan. 
2. Kedala Mekanisme Penerbitan Surat Ketetapan Pajak adalah kurangnya 
pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilakukan pada saat 
pemeriksaan berlangsung. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan menjadi 
terhambat dan mengakibatkan lamanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
keluar. 
3. Penyelesaian Kendala dalam Mekanisme Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
adalah dengan cara memberikan penjelasaan tentang diadakanya pemeriksaan, 
memberitahu tentang hak dan kewajiban pada saat dilaksanakan pemeriksaan. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan diatas, pemulis ingin 
menyampaikan beberapa saran-saran untuk meningkakan dan melancarkan dalam 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 
1. Diharapkan adanya peningkatan kualitas kinernja dari petugas pajak dan 
adanya penambahan jumlah tenaga fungsional pemeriksaan pajak, 
dikarenakan Sukabumi pada saat ini sedang berkembang dengan ditandai 
bermunculannya perusahaan-perusahaan dengan beragam jenis usaha serta 
pelaku usaha-usaha yang berkiprah di Sukabumi, untuk melakukan usaha di 
Sukabumi. 
2. Diharapkan adanya kegiatan penyuluhan kepada pengusaha dan usahawan 
baru tentang bagaimana sebenarnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) agar Wajib 
Pajak bisa lebih memahami dan dapat mengerti mengenai apa itu penetapan 
pajak dan menjelaskan bagaimana proses perpajakan dengan baik dan benar. 
3. Diharapkan pihak pemeriksa pajak meningkatkan pelayanannya pada saat 
pemeriksaan dengan memberikan pemahaman dan penjelasan lebih detai 
tentang apa itu surat ketetapan pajak dan asalan dilakukannya periksaan 
terhadap Wajib Pajak. 
 
